Environmental conflicts in protection forest mostly caused by issues of scarcity, negative externalities, structural unbalance, and different viewpoint of people on value of forests. In many cases, forest governance creates overlapping policies regarding with these issues that may generate conflict escalation; this occurs in Register 45B of Protection Forest Zone in Lampung Province.  This research aimed to study (1) factors those affecting (escalation of) conflict, (2) conflict management styles manifested by parties/disputants, (3) polarization of parties refer to the conflict roots they face, and (4) settlement options that parties willing to take referring to alternative dispute resolution (ADR) options.  Research implementation and analysis carried out by using pathway analysis and pairwise comparison analysis-scheffe test.  The research found that conflict escalation was mainly caused by decision to convert forest land use. Conflict management styles are collaborative and compromise.  Polarizations of parties refer to similarities on interests.  All parties willing to take negotiation and/or facilitation as ADR options to settle disputes.   Key words: conflict, environment, forest, resolution by Pasya, Gamal et al.
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ABSTRACT 
 
Environmental conflicts in protection forest mostly caused by issues of 
scarcity, negative externalities, structural unbalance, and different viewpoint of 
people on value of forests. In many cases, forest governance creates overlapping 
policies regarding with these issues that may generate conflict escalation; this 
occurs in Register 45B of Protection Forest Zone in Lampung Province.  This 
research aimed to study (1) factors those affecting (escalation of) conflict, (2) 
conflict management styles manifested by parties/disputants, (3) polarization of 
parties refer to the conflict roots they face, and (4) settlement options that parties 
willing to take referring to alternative dispute resolution (ADR) options.  Research 
implementation and analysis carried out by using pathway analysis and pairwise 
comparison analysis-scheffe test.  The research found that conflict escalation was 
mainly caused by decision to convert forest land use. Conflict management styles 
are collaborative and compromise.  Polarizations of parties refer to similarities on 
interests.  All parties willing to take negotiation and/or facilitation as ADR options to 
settle disputes. 
 
Key words: conflict, environment, forest, resolution 
 
PENDAHULUAN 
 
Satu di antara berbagai sumber daya alam potensial yang masih menjadi 
sektor tumpuan masyarakat dan Pemerintah Indonesia saat ini adalah hutan.  
Dalam ekosistem hutan terdapat fungsi lingkungan yang mencakup fungsi 
ekologis, fungsi sosial, dan fungsi ekonomis.  Berdasarkan UU RI Nomor 41 Tahun 
1999 tentang kehutanan, hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi konservasi, 
fungsi lindung, dan fungsi produksi.  Sesuai dengan UU tersebut, kebijakan 
Pemerintah mengelola kawasan hutan berdasarkan ketiga fungsi pokok tersebut. 
Hutan lindung memiliki keterkaitan erat dengan fungsi lingkungan yang bersumber 
dari hutan.  Fungsi lingkungan tersebut tercermin dari definisi hutan lindung, yaitu 
kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem 
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penyangga kehidupan manusia untuk mengatur tata air, mencegah banjir, 
mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah 
(UU RI Nomor 41 Tahun 1999).  Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan 
bahwa fungsi hutan lindung lebih ditekankan atas pertimbangan ekologis.  
Masalah kebijakan pengelolaan kawasan hutan tidak terlepas dari masalah 
status dan penggunaan lahan dan penting untuk mendapat perhatian khususnya 
dalam rangka mewujudkan pengelolaan kawasan yang legitimate.  Kebijakan 
kehutanan yang berkaitan dengan status dan penggunaan lahan yang paling 
sering menuai kontroversi misalnya adalah Tata Guna Hutan Kesepakatan, 
termasuk isu-isu tata batas dan akses pemanfaatan. 
Selain masalah kebijakan, masalah sosial ekonomi seperti pertumbuhan 
penduduk dan kemiskinan ditengarai menjadi penyebab lainnya sehingga hutan 
semakin tidak mampu menyangga fungsi lingkungan.  Adanya tekanan penduduk 
ke dalam kawasan hutan diduga telah mengakibatkan tidak terkendalinya konversi 
hutan ke dalam bentuk penggunaan lain yang diikuti dengan munculnya konflik 
pengelolaan kawasan. 
Penyelesaian konflik yang tertunda dapat menyebabkan terjadinya eskalasi 
konflik yang semula mungkin masih dalam taraf tidak ada dan/atau konflik laten 
akhirnya berubah menjadi konflik terbuka dan menimbulkan biaya sosial.  Menurut 
Agustino (2001), dalam keadaan pemerintah terkesan lemah dan lambat dalam 
menyelesaikan konflik, konflik tersebut akan berpotensi anarkis dan menjadi 
pencetus disintegrasi bangsa, apalagi Negara Indonesia dicirikan oleh 
masyarakatnya yang pluralis.  Saat ini, konflik-konflik yang bersumber pada 
ketimpangan dan ketidak-adilan pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan, 
merupakan salah satu arena konflik yang frekuensinya relatif tinggi di samping 
konflik-konflik yang bersumber pada perbedaan ideologi politik golongan.  
Di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 dinyatakan 
lima permasalahan pokok bangsa Indonesia saat ini, di antaranya, masalah konflik 
sosial yang diikuti gejala munculnya disintegrasi bangsa.  Pengelolaan sumber 
daya alam termasuk hutan merupakan salah satu arena konflik yang terjadi di 
Indonesia.  Hal tersebut kembali ditegaskan di dalam RPJMN 2005-2009 untuk 
rencana-rencana penyelesaian.  Namun, di dalam RPJMN 2010-2014 pemerintah 
mengakui bahwa hal tersebut masih belum diterjemahkan dalam bentuk program 
dan kegiatan yang nyata dan mempengaruhi ketidakjelasan hak dan kewenangan 
untuk mencapai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang 
berkelanjutan. 
Menurut Buckles (1999), terdapat empat penyebab timbulnya konflik 
pengelolaan sumber daya alam termasuk hutan: 
(1) Adanya perbedaan/ketimpangan akses antaraktor sosial dan/atau institusi 
ke pusat kekuasaan, yang memiliki akses terbesar biasanya menjadi yang 
paling mampu mempengaruhi keputusan pengelolaan sumber daya alam 
menurut kehendaknya;  
(2) Aktivitas manusia yang mengubah keseimbangan ekosistem di suatu 
wilayah dapat menimbulkan masalah lingkungan di wilayah lainnya 
(negative externalities);  
(3) Adanya peningkatan kelangkaan (scarcity) sumber daya alam yang 
disebabkan oleh terjadinya perubahan lingkungan, pertumbuhan penduduk 
dan peningkatan permintaan, serta pola pendistribusian yang tidak merata; 
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(4) Sumber daya alam dipergunakan bukanlah semata-mata sebagai material 
yang diperebutkan, tetapi juga secara simbolis sebagai bagian dari cara 
hidup (petani, nelayan), identitas etnis, ideology, dan etik lingkungan yang 
berpengaruh terhadap pengelolaan sumber daya alam dan penanganan 
konflik. 
Konflik pengelolaan kawasan hutan banyak terjadi di berbagai daerah 
termasuk Provinsi Lampung.  Pada rentang waktu 1998–1999 jumlah konflik 
pertanahan di Provinsi Lampung yang muncul ke permukaan berjumlah 380 kasus 
termasuk konflik pertanahan yang terjadi dalam pengelolaan kawasan hutan, yaitu 
49 kasus (Rencana Strategis Provinsi Lampung 2001-2005), di antaranya adalah 
konflik di Kawasan Hutan Lindung Register 45B Bukit Rigis.  Konflik di kawasan 
tersebut dipicu oleh kegiatan masyarakat yang menggarap lahan di dalam 
kawasan menjadi lahan pertanian dan bahkan ada yang sudah tinggal secara 
permanen. Konflik di lokasi tersebut diduga telah melibatkan berbagai pihak 
dengan perbedaan kepentingannya dan diduga berpengaruh terhadap fungsi 
lingkungan dari hutan.  
Penyebab konflik pengelolaan sumber daya hutan yang terjadi di Kawasan 
Hutan Lindung Register 45B Bukit Rigis mencerminkan pernyataan Buckles (1999) 
tentang sebab-sebab konflik dalam pengelolaan sumber daya alam. Pertanyaan 
yang ingin diperoleh jawabannya dari penelitian konflik yang terjadi di lokasi adalah 
sebagai berikut. 
(1) Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya konflik 
pengelolaan kawasan hutan di lokasi penelitian?  
(2) Bagaimanakah gaya konflik yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang 
terlibat konflik? Siapa sajakah pihak-pihak yang berkonflik? Apa tipe konflik 
yang terjadi dan bagaimana bentuk polarisasinya? 
Tujuan utama penelitian ini adalah (1) mempelajari konflik lingkungan yang 
terjadi dalam pengelolaan kawasan hutan lindung dalam konteks pelaksanaan 
kebijakan otonomi daerah, (2) mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi konflik dalam pengelolaan kawasan lindung berkaitan dengan 
fungsi lingkungan dari hutan, dan (3) mengenali gaya pengelolaan konflik (conflict 
style management) yang diragakan oleh masing-masing pihak yang terlibat di 
dalam konflik dan polarisasi konflik yang terjadi. 
 
METODE PENELITIAN 
 
Lokasi dan Waktu Penelitian 
 
Penelitian dilaksanakan di Provinsi Lampung. Lokasi penelitian dipilih 
secara tertuju (purposive), yaitu Kawasan Hutan Lindung Register 45 Bukit Rigis, 
Kecamatan Sumberjaya dan Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat.  
Penelitian dilaksanakan selama 12 bulan (November 2004 – Agustus 2005).  
 
Peubah, Cara Pengukuran, dan Analisis Data 
 
Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi konflik dalam pengelolaan 
kawasan hutan lindung berkaitan dengan fungsi lingkungan dari hutan 
Sebanyak 100 KK dijadikan sebagai responden sampel, diambil secara 
purposive (sengaja) dari mereka yang memiliki klaim atas status dan akses 
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pemanfaatan lahan kawasan hutan.  Sebanyak 26 peubah dikumpulkan dan diukur 
seperti terdapat di dalam Tabel-1 hingga Tabel-4.  
 
Tabel 1. Peubah, indikator dan spesifikasi, jenis data, dan teknik pengumpulan 
submodel A (eksternalitas) 
 
Peubah Inidaktor dan spesifikasinya Jenis data Teknik pengumpulan data 
BAA = bencana alam 
antropogenik (X1) 
Peristiwa bencana alam yang pernah terjadi sebagai akibat dari kelalaian 
manusia dalam melakukan budi daya hutan/pertanian dan pengelolaan 
lahan. (khususnya kebakaran hutan, longsor, banjir dan penggenangan, 
serangan penyakit dan hama tanaman) 
Primer, 
sekunder 
Kuesioner, wawancara 
HK = harga komoditi (X2) Harga komoditi pertanian utama yang dibudidayakan oleh responden di 
lahan pertaniannya. Harga tersebut kemudian dihitung setara dengan 
harga beras berdasarkan harga berlaku 
Primer, 
sekunder 
Kuesioner, wawancara, 
pemeriksaan dokumen 
IF = informasi pasar (X3) Sumber responden dalam memperoleh informasi harga komoditi utama 
yang dibudidayakan (skor: perusahaan, pedagang pengumpul, pasar 
desa, kerabat/tetangga) 
Primer, 
sekunder 
Kuesioner, wawancara, 
pemeriksaan dokumen 
PP = pengaruh pasar (X4) Adanya pelaku pasar yang mau menampung/membeli komiditi yang 
dihasilkan responden (skor: Perusahaan, Pasar Desa, Pedagang 
Pengumpul) 
Primer Kuesioner, wawancara 
SP = sarana pendukung (X5) Ketersediaan prasarana transportasi jalan akses ke lokasi lahan bukaan 
responden (skor: jalan segala cuaca, jalan kering, jalan setapak) 
Primer, 
sekunder 
Kuesioner, wawancara 
KKLK =keputusan konversi 
lahan kawasan oleh 
responden (X6) 
Motif keputusan responden mengkonversi lahan untuk komoditi yang 
dibudidayakan (skor: Untuk dijual (berorientasi pasar), desakan 
pemenuhan kebutuhan sendiri/keluarga, atas nasehat kerabat/ tetangga 
Primer Kuesioner, wawancara 
 
Tabel 2. Peubah, indikator dan spesifikasi, jenis data, dan teknik pengumpulan 
submodel B (persepsi dan ketimpangan struktural) 
 
Peubah Deskripsi dan pengukuran Jenis data Teknik pengumpulan data 
TKPR = tingkat partisipasi 
responden (X7) 
Partisipasi yaitu suatu proses yang menjadi wahana berbagai pihak untuk 
berbagi peran dan kendali terhadap berbagai prakarsa dan pengambilan 
keputusan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam (World 
Bank, 1995). Tingkat partisipasi (dari rendah ke tinggi) diukur berdasarkan 
tipe partisipasi (Hart dalam Fahmuddin et al, 2002): (1) manipulatif dan 
dekoratif, (2) pasif, (3) memberi informasi dan konsultasi; (4) insentif 
material, (5) fungsional, (6) interaktif, (7) self-mobilization (Mandiri) 
Primer Kuesioner, wawancara 
TKSS = tingkat kesejahteraan 
sosial responden (X8) 
Tingkat kesejahteraan responden adalah tingkat kesejahteraan keluarga 
dengan menggunakan Indikator Keluarga Sejahtera yang ditetapkan oleh 
BKKBN 
Primer, 
sekunder 
Kuesioner, wawancara, 
pemeriksaan dokumen 
TKDR = tingkat keberdayaan 
responden (X9) 
Kebedayaan responden adalah kegiatan pemberdayaan yang pernah 
diikuti responden dalam kaitan dengan penanganan konflik. (Skor: 
Pendampingan hukum, Penguatan kelembagaan kelompok, Penguatan 
lembaga ekonomi rumah tangga) 
Primer, 
sekudner 
Kuesioner, wawancara, 
pemeriksaan dokumen 
TKOR = tingkat ordinasi 
responden (X10) 
Pernyataan verbal responden bahwa selama ini mereka diabaikan dalam 
penetapan status dan fungsi kawasan hutan. 
Primer Kuesioner, wawancara 
LTRP = tindakan represif oleh 
pemerintah (X11) 
Peristiwa/tindakan refresif yang pernah dilakukan oleh pemerintah 
terhadap responden 
Primer Kuesioner, wawancara, 
pemeriksaan dokumen 
PKHN = persepsi tentang 
status kawasan hutan 
negara (X12) 
Pernyataan verbal responden mengenai status kawasan hutan negara di 
lokasi penelitian. 
Primer Kuesioner, wawancara 
PFLH = persepsi tentang fungsi 
lingkungan dari hutan 
(X13) 
Pernyataan verbal responden mengenai fungsi ekonomi, sosial, dan 
ekologis dari kawasan hutan bukan produksi.  
Primer Kuesioner, wawancara 
PDPK = persepsi tentang 
desentralisasi 
pengelolaan kawasan 
hutan (X14) 
Persepsi merupakan proses kognitif yang terjadi pada setiap orang dalam 
memahami informasi tentang lingkungannya, yang didapat melalui 
penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, maupun penciuman 
(Thoha, 1983).  
Yang dimaksud dalam peubah ini adalah persepsi responden yang 
dinyatakan secara verbal terhadap desentralisasi pengelolaan kawasan 
hutan bukan produksi. 
Primer Kuesioner, wawancara 
LPDN = keterlibatan aktif 
responden dalam 
berdialog dan 
negosiasi (X15) 
Jumlah dialog dan negosiasi yang pernah dilakukan oleh responden (Unit 
per tahun; bertemu di lapang (tidak ada kesepakatan, ada kesepakatan, 
ada kesepakatan dan tindak lanjut); bertemu di forum rapat (tidak ada 
kesepakatan, ada kesepakatan, ada kesepakatan dan tindak lanjut)). 
Primer, 
sekunder 
Kuesioner, wawancara, 
pemeriksaan dokumen 
TPDR = tingkat pendidikan 
pesponden (X16) 
Jenjang pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh responden.  Primer Kuesioner, wawancara 
SKR = lama tinggal di kawasan 
(X17) 
Lamanya responden mendiami lahan yang berstatus kawasan baik secara 
permanen atau tidak permanen. 
Primer Kuesioner, wawancara, 
pemeriksaan dokumen 
KR = kosmopolitansi 
responden (X18) 
Tingkat keterbukaan responden terhadap dunia luas dan pembaharuan 
yang ditentukan berdasarkan jumlah macam informasi yang digunakan. 
(Informasi yang diperoleh responden dalam upaya menghadapi konflik 
didapatkan dari (1) teman dekat/tetangga/tokoh masyarakat setempat, (2) 
pendamping/media masa, (3) lembaga penelitian/perguruan tinggi/dinas 
pemerintah 
Primer Kuesioner, wawancara 
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Tabel 3. Peubah, indikator dan spesifikasi, jenis data, dan teknik pengumpulan 
submodel C (kelangkaan) 
 
Peubah Deskripsi dan pengukuran Jenis data Teknik pengumpulan data 
KTLP = penguasaan lahan pertanian 
di luar kawasan (X19) 
Luas lahan pertanian yang dikelola oleh petani 
saat penelitian ini dilaksanakan (hektar) 
Primer, 
sekunder 
Kuesioner, wawancara, 
pemeriksaan dokumen 
TPDK = status kepemilikan lahan 
pertanian yang dikuasai di 
luar kawasan (X20) 
Status kepemilikan responden terhadap lahan 
pertanian yang dikuasai diantaranya: Sewa, sakap, 
dan milik 
Primer, 
Sekunder 
Kuesioner, wawancara, 
pemeriksaan dokumen 
PRR = pendapatan rumahtangga 
responden di luar kawasan 
(X21) 
Tingkat pendapatan rumah tangga responden 
yang diperoleh dari usaha pertanian dan non 
pertanian di luar dari usaha yang diperoleh di 
lahan dalam kawasan hutan.  
Primer Kuesioner, wawancara,  
PKLT = persepsi tingkat kebutuhan 
lahan pertanian tambahan 
(X22) 
Persepsi responden terhadap tingkat kebutuhan 
lahan pertanian yang masih diperlukan 
Primer Kuesioner, wawancara 
 
Tabel 4. Peubah, indikator dan spesifikasi, jenis data, dan teknik pengumpulan 
submodel D (etika lingkungan) 
 
Peubah Deskripsi dan pengukuran Jenis data Teknik pengumpulan data 
PAR = etik antroposentris 
(X23) 
Paham dan keyakinan responden bahwa manusia adalah 
dominan terhadap alam dan oleh karenanya alam dapat 
dimanfaatkan semata-mata kehidupan dirinya. (Skor) 
Primer Kuesioner, wawancara 
PER = etik ekosentris (X24) Paham dan keyakinan responden bahwa manusia adalah 
bagian dari dan oleh karenanya pemanfaat sumber daya alam 
harus memperhatikan kepentingan mahluk lain. (Skor) 
Primer Kuesioner, wawancara 
PRTA = manifestasi etik 
lingkungan 
responden dalam 
penanganan konflik 
(X25) 
Manifestasi paham dan keyakinan responden tentang 
keterkaitan antara tata sosial seseorang/kelompok terhadap 
kelestarian lingkungan hidup disekitarnya yang dilihat dari 
kegiatan mereka dalam pengelolaan sumber daya alam.  
Primer Kuesioner, wawancara 
ESKO = eskalasi konflik 
(X26) 
Peningkatan perbedaan yang menyebabkan bergesernya tipe 
konflik dari laten menjadi terbuka  
Primer Kuesioner, wawancara 
 
Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi konflik dilakukan dengan metode 
analisis jalur (path analysis).  Metode ini digunakan untuk mempelajari dan menguji 
hubungan antarpeubah yang disusun dalam model simultan (Supranto, 2004).  
Sebanyak 5 submodel dianalisis dengan formulasi sebagai berikut: 
  252625222622152615102610626626 XXXXXX  ….… ....  (1) 
dengan: 
X26 = peubah akibat eskalasi konflik 
X6  = peubah keputusan konversi lahan kawasan oleh responden 
X10 = peubah tingkat subordinasi responden 
X15 = peubah keterlibatan aktif responden dalam berdialog dan bernegosiasi 
X22 = peubah persepsi tingkat kebutuhan lahan pertanian tambahan 
X25 = peubah manifestasi etik lingkungan responden dalam penanganan konflik 
P266 adalah koefisien jalur antara peubah akibat (X26) dan peubah penyebab (X6), dan seterusnya 
hingga p2625 
 adalah peubah residu 
 
Analisis gaya pengelolaan konflik (conflict style management) dan polarisasi 
konflik yang terjadi 
Terdapat lima jenis gaya pengelolaan konflik yang diperagakan oleh 
orang/kelompok yang bersengketa, yaitu saling menghindar, akomodatif, 
kompromistis, kompetitif, dan kolaborasi (Isenhart dan Spangle, 2000; Tajuddin, 
2000).  Kelima gaya tersebut ditanyakan kepada 4 kelompok responden, yaitu (1) 
kelompok LSM, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian pengembangan, (2) 
aparat kabupaten, (3) masyarakat yang memiliki klaim atas status dan akses 
lahan, serta (4) aparat tingkat kecamatan dan pekon (desa). 
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Perbedaan gaya konflik dianalisis dengan uji perbandingan berpasangan 
(pairwise comparison) antarnilai tengah (mean) dengan menggunakan Uji Scheffe 
dengan tingkat kepercayaan (level of confidence) 0,01.  Menurut Jones (1996), Uji 
Scheffe adalah posthoc test yang dilakukan apabila jumlah sampel (responden 
sampel) yang berada di dalam rancangan petak terpisah adalah tidak sama.  
Untuk melakukan Uji T-Scheffee, mula-mula dibangun hipotesis statistik sebagai 
berikut: 
Ho: x a  = x b            ;       H1: x a   x b 
 
Kemudian hipotesis tersebut diuji dengan Uji T - Scheffe dengan rumus sebagai 
berikut: 

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Keterangan:  
sFTS :
 = T – Scheffe hasil perhitungan 
x a  = nilai tengah kelompok a;   x b  = nilai 
tengah kelompok b; 
an  = jumlah responden sampel kelompok a;   
bn
 = jumlah responden sampel kelompok b; 
2
wS
 = ragam gabungan antara dua kelompok 
(kelompok a dan kelompok b). 
 
Kriteria pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut: 
TS:Fs Hitung > TS:Fs Tabel  tolak Ho.   
TS:Fs Hitung < TS:Fs Tabel  terima Ho. 
 
Polarisasi konflik yang terjadi mencakup siapa berkonflik dengan siapa 
dianalisis secara deskriptif dengan wawancara terbuka kepada setiap responden 
sampel.  
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Gambaran Umum Konflik Di Lokasi Studi 
 
Pergerakan penduduk dan konflik 
Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung beribukota di Liwa. Total luas 
wilayah kabupaten adalah 474.989 hektar. Sebesar 77,76% dari luas wilayah 
kabupaten adalah kawasan hutan, artinya wilayah yang tersisa hanya sebesar 
22,24% yang dapat diusahakan menjadi kawasan budi daya pertanian dan lain-lain 
(Warsito, 2006). 
Pada tahun 2004 penduduk Kabupaten Lampung Barat berjumlah 388.113 
jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 3,26% per tahun (Badan Pusat 
Statistik Provinsi Lampung, 2005).  Angka tersebut merupakan indikasi tingginya 
pertumbuhan penduduk wilayah setempat yang dapat mengakibatkan terjadinya 
tekanan penduduk terhadap lahan untuk dibudidayakan, sementara itu, daya 
dukung ruang wilayah untuk memberikan peluang berusaha berbasis lahan adalah 
tetap sehingga menyebabkan tekanan penduduk yang demikian tinggi meluap ke 
dalam wilayah kawasan hutan.  
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Pada 100 tahun yang lalu, hampir seluruh wilayah Sumberjaya merupakan 
hutan belantara.  Yang pertama kali menempati wilayah tersebut adalah Suku 
Semendo dari utara.  Menurut hukum tidak tertulis (customary law/hukum adat), 
suku pertama yang menempati wilayah tersebut ditetapkan sebagai pemilik tanah 
(Verbist dan Pasya, 2004).  Sukaraja adalah desa pertama yang berdiri pada tahun 
1891 tempat ditemukannya komunitas marga Way Tenong.  Pada tahun 1951, Biro 
Rekonstruksi Nasional (BRN), suatu program transmigrasi di bawah koordinasi 
Angkatan Darat, menstimulasi perkampungan bekas tentara (terutama Sunda) dari 
perang kemerdekaan (Kusworo, 2000).  Pada tahun 1952, Presiden Indonesia, 
Soekarno, datang untuk meresmikan wilayah tersebut sebagai wilayah 
perkampungan baru dengan nama Kecamatan Sumberjaya.  Sebagian besar 
penduduk saat itu ditempatkan di dalam kawasan hutan, tetapi tidak dilanjutkan 
dengan administrasi pelepasan lahan.  
Jumlah penduduk Sumberjaya tumbuh dengan pesat mulai tahun 1976, 
yaitu sebanyak 37.557 jiwa meningkat dua kali lipat hingga tahun 1986 sebanyak 
75.598 jiwa.  Pada kurun waktu yang sama terjadi deforestasi secara masif dan 
memicu kekhawatiran di Departemen Kehutanan.  
Pertumbuhan penduduk Sumberjaya kemudian relatif konstan terutama 
pada 1986 hingga tahun 1990.  Yang menarik justru terjadi pada tahun 1990 
hinggga tahun 1996, jumlah penduduk menurun dari 80.516 jiwa menjadi 764.90 
jiwa dengan laju penurunan penduduk sebesar 0,85%.  Tidak ada dokumen 
statistik dari BPS yang bisa menjelaskan apakah penurunan jumlah penduduk 
tersebut terjadi secara alami (yaitu angka kematian lebih besar dari angka 
kelahiran) atau secara tidak alami (migrasi keluar lebih besar dari migrasi masuk).  
Namun, tercatat beberapa peristiwa penting yang diduga sebagai penyebab 
turunnya jumlah penduduk tersebut. 
(a) Pada bulan Juli 1994, Tim Koordinasi Pengamanan Hutan (TKPH) yang 
terdiri atas aparat kepolisian, kehutanan, dan pemerintah daerah melakukan 
operasi pengusiran penduduk di kawasan hutan.  Rumah-rumah di 86 lokasi 
pemukiman dirobohkan, lebih dari 700 hektar tanaman kopi dibabat dan 
penduduk diusir dari kawasan hutan.  Sebagian dari 1.271 KK 
ditranslokasikan ke Mesuji Lampung Utara, sementara yang lain diusir 
begitu saja.  Konflik meledak ke permukaan.  
(b) Pada Februari 1995, terjadi pengusiran secara bersamaan di 2 kecamatan 
yang berdampingan, yaitu Kecamatan Bukit Kemuning (tepatnya Desa Dwi 
Kora) sebanyak 55KK dan Kecamatan Sumberjaya (tepatnya di Desa-desa 
Sukapura, Tribudisyukur) sebanyak 149 KK.  Pengusiran juga disertai 
pembabatan tanaman kopi produktif lebih dari 1000 hektar di dalam 
kawasan hutan lindung Register 45 Bukit Rigis dan Register 34 Tangkit 
Tebak. Pengusiran yang dikenal dengan Operasi Jagawana I tersebut 
dilaksanakan atas SK Gubernur No.5225/0287/04/1995 tanggal 26 Januari 
1995 melibatkan 167 personil polsus kehutanan, 2 pleton Brimob, 6 ekor 
kuda, 20 gergaji mesin, 200 pekerja, dan 17 ekor gajah terlatih dari Taman 
Nasional Way Kambas. Hingga kini, masyarakat setempat mengenang dan 
menyebut peristiwa kelabu tersebut dengan istilah “Operasi Gajah” 
(Kusworo, 2000). 
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Penggunaan lahan kawasan hutan dan konflik 
Deforestasi menjadi kebun kopi terjadi secara masif pada tahun 1976-1986, 
satu masa dengan datangnya migrasi spontan ke wilayah Sumberjaya (Kusworo, 
2000).  Pada tahun 1978, semula wilayah Sumberjaya yang masih tertutup oleh 
hutan sebesar 67%, pada tahun 1984 menurun menjadi  sebesar 49%, dan 
sebesar 32% di tahun 1990 (Syam et al., 1997 dalam Verbist, 2001).  Dilengkapi 
citra satelit landsat enhanced thematic mapper (ETM) tahun 2000, multi spectral 
scanner (MSS) 1986, dan MSS 1973, data tersebut kemudian dikaji ulang dan 
diperoleh kenyataan bahwa tutupan hutan secara nyata menurun menjadi 12% 
pada tahun 2000, sementara itu pada kurun 1994-2000, kebun kopi (monokultur 
dan multistrata) meningkat dari sebesar 40% menjadi 52% (monokultur, 
multistrata, dan kopi tua bercampur semak-belukar) (Verbist et al., 2004; Dinata, 
2002). 
Pola serupa juga terjadi pada perubahan penggunaan lahan di dalam 
kawasan Hutan Lindung Register 45B Bukit Rigis yang direfleksikan oleh 
perubahan tutupan lahan antara tahun 1973-2002 di dalam kawasan yang 
diperoleh dari analisis citra satelit land-sat.  Menurut Verbist et al., 2004 dan Dinata 
(2002), pada tahun 2002 hutan primer yang tersisa tinggal 1.782 hektar, kebun 
kopi (multistrata dan monokultur) meningkat menjadi 4276 hektar, sawah menurun 
menjadi 915 hektar, belukar menurun menjadi 374 hektar, dan tidak ada lagi tanah 
yang terbuka (bera).  Hasil analisis citra satelit tersebut juga semakin 
mempertegas adanya areal permukiman seluas 187 hektar di dalam kawasan 
hutan pada tahun 2002.  Luas tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan hasil 
pemetaan partisipatif yang pernah dilakukan oleh warga dan LSM Watala pada 
tahun 2003, yaitu seluas 302,5 hektar.  Namun, perbedaan tersebut diduga 
disebabkan adanya areal di dalam foto yang tertutup awan.  Pada akhir tahun 
2000, tercatat sebanyak 2000 KK petani bermukim di dalamnya (Dirpa, 2002).  
Evolusi deforestasi sejak tahun 1976 tersebut direspon oleh pemerintah 
dengan suatu tindakan untuk menghentikannya.  Kemudian pemerintah membuat 
peta wilayah tata guna hutan kesepakatan (TGHK) pada tahun 1990 diikuti oleh 
pelaksanaan tata-batasnya yang ternyata kemudian memicu banyak konfrontasi 
antara penduduk setempat dengan aparat pemerintah seperti pengusiran 
penduduk dan intimidasi. 
Hampir bersamaan dengan pelaksanaan Operasi Jagawana I pada bulan 
Februari tahun 1995, pihak kehutanan melakukan pemasangan patok batas 
kawasan hutan. Berdasarkan patok batas tersebut, sebagian wilayah dari 
beberapa desa seperti Sukapura, Purajaya, Purawiwitan, Muara Jaya, Simpang 
Sari, dan Tribudisyukur dinyatakan masuk di dalam kawasan Hutan Lindung 
Register 45B Bukit Rigis.  Hal tersebut menyulut konflik status lahan dan tata 
batas, terutama penolakan keras datang dari warga Sumberjaya yang mengklaim 
tanah di dalam kawasan oleh pemerintahan Presiden Soekarno telah diberikan 
kepada mereka sebagai peserta transmigrasi BRN. 
Perubahan komposisi tutupan lahan Kawasan Hutan Lindung Register 45B 
Bukit Rigis tersebut mencerminkan fluktuasi perubahan power dan right atas akses 
yang terjadi di dalam kawasan serta konflik-konflik yang menyertainya.  Hingga 
tahun 2006, masyarakat yang memperoleh hak akses melalui kebijakan Hutan 
Kemasyarakatan baru sebanyak 5 kelompok yang beranggotakan 1082 KK 
dengan akses lahan seluas 1968,7 hektar.  Akses yang dimiliki oleh kelima 
kelompok tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam right base access mechanism 
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karena hak dan sanksi bagi masyarakat diatur oleh pemerintah terutama oleh 
Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.31/II-Kpts/2001 tentang Pengelolaan 
Hutan Kemasyarakatan.  
 
Hasil Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konflik dalam Pengelolaan 
Kawasan Hutan Lindung Berkaitan dengan Fungsi Lingkungan dari Hutan 
 
Berdasarkan hasil analisis jalur terhadap 5 sub model yang ada, dapat 
disimpulkan bahwa model eskalasi konflik (diwakili oleh peubah X26) yang terjadi 
dalam pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Register 45B Bukit Rigis amat kuat 
dipengaruhi oleh submodel eksternalitas yang diwakili oleh peubah keputusan 
konversi lahan kawasan oleh responden (X6) dengan nilai koefisien jalur X6  X26 
sebesar 0,37.  Artinya untuk meredam eskalasi konflik yang terjadi tanpa 
bermaksud mengabaikan nilai penting peubah-peubah eksogen yang terdapat di 
dalam submodel lainnya, pengendalian terhadap konversi lahan kawasan dapat 
diprioritaskan terlebih dahulu.  Nilai-nilai koefisien jalur lainnya pada model secara 
keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Hasil analisis jalur model faktor-faktor yang mempengaruhi konflik 
dalam pengelolaan kawasan hutan lindung berkaiatan dengan fungsi 
lingkungan dari hutan 
 
Jika dalam meredam eskalasi konflik juga akan dilakukan pada tingkat 
submodel lainnya, peubah yang menjadi target intervensi adalah peubah yang 
paling berpengaruh di masing-masing submodel tersebut.  Jika semua peubah 
pada setiap submodel akan diintervensi, nilai koefisien setiap jalur masing-masing 
model secara hirarkis dapat dipergunakan sebagai panduan untuk 
memprioritaskan akan diintervensi. 
 
Analisis kebaikan model 
Analisis jalur merupakan analisis yang bersifat confirmatory, model dibangun 
sebelum data diperoleh dan dianalisis yang dilakukan untuk mengevaluasi sejauh 
mana kesesuaian model dengan data yang digunakan (Bollen, 1989).  Untuk 
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kepentingan tersebut, dilakukan analisis goodness of fit index (GFI) guna menilai 
kesesuaian model dengan data yang dipergunakan.  Berdasarkan hasil analisis, 
diperoleh nilai GFI untuk model ini sebesar 0,83.  Beberapa referensi menyatakan 
bahwa model dinyatakan baik dan sesuai dengan data yang dipergunakan jika nilai 
GFI  minimal 0,90, bahkan Sharma (1996) menyatakan nilai minimal GFI adalah 
0,95.  Namun, menurut pengalaman para peneliti, dalam penelitian ilmu sosial nilai 
GFI minimal 0,80 sudah cukup untuk menyatakan bahwa model sudah baik dan 
model sesuai dengan data yang dipergunakan. 
Selain GFI, juga dilakukan analisis kebaikan model, yaitu Adjusted 
Goodness of Fit Index (AGFI) dengan hasil 0,63. Dengan tetap menggunakan 
peubah yang ada, hubungan pengaruh/lintasan model tersebut dapat direstruktur 
sehingga menghasilkan model yang baru.  Jika model dengan struktur baru 
tersebut memperoleh nilai AGFI > 0,63, struktur tersebut dapat dinyatakan lebih 
baik.  Penelitian ini tidak melakukan restrukturisasi model. 
 
Hasil Analisis Gaya Mengelola Konflik dan Polarisasi Konflik 
 
Gaya mengelola konflik 
Menurut Harris dan Reilly (2000), secara teoritis suatu konflik akan melewati 
tahapan-tahapan tertentu, yaitu (1) tahap perdebatan atau perbedaan kepentingan 
antarpihak, (2) tahap para pihak bersikap terhadap akar konflik, sikap tersebut 
kemudian dimanifestasikan melalui gaya mengelola konflik, (3) tahap polarisasi 
yang dicirikan oleh adanya para pihak yang memiliki kepentingan yang sama akan 
membangun posisi berseberangan dan mengambil jarak dengan pihak lain, dan (4) 
tahap ledakan konflik.  Analisis gaya mengelola konflik dalam praktiknya diperlukan 
di antaranya untuk mengambil keputusan apakah suatu perundingan dapat 
diselenggarakan dan dihadiri oleh para pihak atau tidak.  Berdasarkan Uji T-
Scheffe diperoleh hasil (1) pada konflik status lahan, gaya konflik semua pihak 
adalah kolaborasi dan kompromi, (2) pada konflik tata batas, gaya konflik semua 
pihak adalah kolaborasi dan kompromi, dan (3) pada konflik akses, gaya konflik 
semua pihak adalah kolaborasi (Tabel 5). 
 
Tabel 5. Hasil analisis statistik perbedaan nilai tengah para pihak terhadap konflik 
 
Pengelompokan Uji T–Scheffe (Nilai tengah yang memiliki notasi yang sama 
secara statistik dinyatakan tidak berbeda nyata) 
Nilai 
tengah 
n Pihak 
Konflik status lahan 
 A 5,4400 10 LSM+PT+Litbang 
B A 5,3143 7 Kabupaten 
B A 4,2889 9 Masyarakat 
B  4,2267 15 Kecamatan dan Pekon 
     
Konflik Penataan Batas 
 A 5,5111 10 LSM+PT+Litbang 
B A 4,8571 7 Kabupaten 
B A 4,4800 15 Kecamatan dan Pekon 
B  4,2444 9 Masyarakat 
     
Konflik hak masyarakat atas akses pengelolaan lahan kawasan hutan 
 A 5,3714 7 Kabupaten 
 A 5,2133 15 Kecamatan dan Pekon 
 A 5,0600 10 LSM+PT+Litbang 
 A 5,0444 9 Masyarakat 
Keterangan: Pihak yang memiliki notasi berbeda (A atau B) memiliki perbedaan nilai tengah yang nyata pada taraf uji 0,05. Nilai tengah 5-5,9 = 
kolaborasi, nilai tengah 4-4,9 = kompromi 
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Pemanfaatan hasil analisis gaya konflik untuk penanganan konflik 
selanjutnya 
Walaupun secara statistik terdapat perbedaan nilai tengah gaya mengelola 
konflik masing-masing pihak, besarnya nilai tengah pada semua konflik yang diuji 
(status, tata batas, dan hak akses) masih berkisar antara 4,23 dan 5,51.  Artinya 
semua pihak bersikap ingin mengelola konflik baik secara kompromi atau 
kolaborasi.  Kedua gaya tersebut sudah dapat dipergunakan sebagai petunjuk 
awal untuk dilakukannya penyelesaian konflik alternatif di luar peradilan.  
 
Polarisasi konflik 
Ketika konflik akan meletus, hubungan antarpihak yang berlawanan 
cenderung mengeskalasi pertikaian terutama pada konflik destruktif.  Ada tiga 
perubahan fundamental yang biasanya terjadi pada situasi tersebut (Kriesberg, 
1998). 
(1) Para pihak yang berlawanan semakin sering terlibat dalam perdebatan yang 
saling menjatuhkan, baik melalui media masa, pertemuan-pertemuan, 
bahkan unjuk rasa.  Dalam kondisi ini, tidak jarang materi perdebatan 
menjadi tidak masuk logika karena para pihak terjebak dalam emosi 
kemarahan (the logic on contentious interaction). 
(2) Terjadinya perluasan akar konflik (the expansion of the issues), dari semula 
akar konfliknya hanya beberapa, kemudian jadi bertambah banyak. 
(3) Terjadinya ketidakseimbangan tegangan menimbulkan polarisasi hubungan 
dan keberpihakan (polarization of relations); pihak-pihak yang memiliki 
kepentingan sama akan cenderung berdiri pada satu kutub (standing point), 
sedangkan hubungan dengan pihak-pihak yang berbeda kepentingan 
menjadi regang (segregasi). 
Berdasarkan hasil analisis kualitatif polarisasi pada konflik status lahan, 
posisi para pihak Bappeda Lampung Barat, masyarakat, perguruan tinggi, Watala, 
ICRAF, dan Kecamatan/pekon beregangan dengan Dinas Kehutanan dan PSDA 
Lampung Barat dengan menyatakan bahwa dinas tersebut tidak menyelesaikan 
masalah konflik status lahan di dalam kawasan Hutan Lindung register 45B Bukit 
Rigis.  Pernyataan tersebut dilandaskan pada penyelesaian kasus konflik status 
lahan seluas 302,5 hektar di Pekon Sukapura Kecamatan Sumberjaya yang belum 
selesai.  
Analisis polarisasi pada konflik tata batas memperoleh keragaman regangan 
sebagai berikut. 
(1) Posisi para pihak Bappeda Lampung Barat, BPN Lampung Barat, 
masyarakat, perguruan tinggi, Watala, dan ICRAF beregangan dengan 
Dinas Kehutanan dan PSDA Lampung Barat dengan menyatakan bahwa 
dinas tersebut tidak menyelesaikan masalah tata batas kawasan. 
(2) Posisi pihak kecamatan dan pekon beregangan dengan Kantor PLTA Way 
Besay Lampung Barat. Pihak kecamatan/pekon menyatakan bahwa tata 
batas lahan pengganti PLTA tidak jelas dan menduduki tanah masyarakat. 
Analisis polarisasi pada konflik akses menunjukkan keregangan hubungan 
antarpihak, pihak-pihak Dinas Kehutanan dan PSDA Lampung Barat, Watala, dan 
ICRAF beregangan terhadap Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan Departemen 
Kehutanan. Mereka menyatakan bahwa Provinsi dan departemen di tingkat lapang 
kurang mendukung pemberian hak akses bagi masyarakat di sekitar kawasan 
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hutan. Hal tersebut terutama berkaitan dengan pencadangan areal HKm 
Kabupaten Lampung Barat yang hingga kini prosesnya terkatung-katung. 
 
Preferensi Bentuk Perundingan dan Kebersediaan Responden 
 
Preferensi bentuk penyelesaian konflik yang diinginkan 
Beberapa bentuk perundingan yang sering dipergunakan dalam 
penyelesaian konflik, negosiasi, mediasi, fasilitasi, arbitrasi, dan proses hukum 
(ligitasi). Berdasarkan hasil wawancara, preferensi para pihak untuk 
menyelesaikan konflik yang paling tinggi adalah dengan cara bernegosiasi, yaitu 
sebesar 58,5% untuk konflik status lahan, 46,3% untuk konflik tata batas, dan 
56,1% untuk konflik hak akses.  Cara fasilitasi merupakan preferensi yang kedua, 
yaitu konflik status lahan sebesar 26,8%, konflik tata batas sebesar 22%, dan 
konflik hak akses sebesar 29,3%.  
 
Komitmen para pihak untuk menghadiri proses penyelesaian  
Tingginya preferensi para pihak untuk menyelesaikan konflik melalui 
negosiasi dan fasilitasi, ditunjukkan oleh 75,6% responden yang menyatakan 
bersedia (“ya”), dan sebesar 14,6% menyatakan ragu-ragu untuk mengikuti proses 
penyelesaian.  Keragu-raguan dalam menjawab karena kehadirannya mungkin 
akan diwakilkan, atau akan hadir pada hari pertama dan hari berikutnya diteruskan 
oleh wakilnya.  Selain itu, tidak semua responden secara psikologis siap memasuki 
perundingan terbuka. Kondisi tersebut adalah konsekuensi yang harus diterima 
oleh sebuah penelitian konflik secara partisipatif.  
 
Integrasi Analisis Faktor Penyebab, Gaya Mengelola, Polarisasi, 
dan Preferensi Bentuk Penyelesaian Konflik. 
 
Hasil penelitian yang didasarkan pada analisis yang dilakukan terhadap 
faktor-faktor penyebab konflik menunjukkan bahwa submodel eksternalitas yang 
diwakili oleh peubah konversi lahan memiliki koefisien jalur terbesar.  Hal tersebut 
memperkuat kesimpulan teori empiris yang dinyatakan oleh Buckles (1999) bahwa 
konflik sumber daya alam terjadi oleh karena adanya eksternalitas negatif; sebuah 
aktivitas manusia yang mengubah keseimbangan ekosistem di suatu wilayah 
mengakibatkan masalah lingkungan di wilayah lainnya.  Konversi lahan yang 
terjadi di dalam kawasan Hutan Lindung Register 45 Bukit Rigis telah memicu 
terjadinya erosi permukaan, baik yang bersumber dari lahan hutan yang 
terkonversi ke dalam bentuk lain seperti pertanian kopi monokultur tanpa 
pendekatan teknis konservasi tanah maupun dari jalan tanah yang menghubungi 
kebun kopi monokultur di dalam hutan kawasan.  Penelitian ini tidak 
mengkuantifikasi volume erosi permukaan, tetapi secara fisik dilaporkan oleh unit 
pembangkit listrik DAM Way Besay bahwa proses pendangkalan akibat 
sedimentasi erosi permukaan terjadi di badan sungai Way Besay yang 
membentang mengelilingi kawasan hutan tersebut. 
Para pihak yang terpengaruh dengan konflik tersebut menengarai bahwa 
faktor-faktor adanya konflik status lahan, tata batas, dan akses terhadap kawasan 
hutan tersebut telah menimbulkan keragaman gaya mereka dalam 
menyengketakan kepentingannya.  Yang menarik adalah hasil penelitian yang 
menunjukkan bahwa gaya konflik yang dominan yang dimanivestasikan oleh para 
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pihak adalah gaya kolaborasi dan kompromi.  Hal tersebut bertolak belakang 
tengan pernyataan Harris dan Reilly (2000) bahwa perbedaan kepentingan di 
dalam suatu konflik akan menyulut ledakan sosial yang destruktif. Pada kasus 
yang diteliti, hal tersebut tidak terjadi. Sejak tahun 2000, ruang dialog sudah amat 
terbuka sehingga konflik-konflik di lokasi penelitian diselesaikan secara konstruktif 
walaupun tidak semuanya berakhir dengan sebuah kesepakatan.  Hal tersebut 
merupakan sebuah temuan empiris dan menjadi sebuah aset sosial bagi upaya 
penyelesaian konflik ke depan.  Walaupun konflik telah mempolarisasikan bentuk-
bentuk hubungan sosial para pihak berdasarkan kesamaan kepentingan, penelitian 
ini menemukan bahwa semua pihak beritikad untuk menyelesaikan konfliknya 
melalui negosiasi dan fasilitasi.  Tidak satupun dari mereka yang ingin menempuh 
jalur hukum formil (litigasi) dan ini merupakan indikasi bahwa bentuk-bentuk ADR 
(alternative dispute resolution) yang mengusung keharmonisan hubungan jangka 
panjang menjadi prioritas utama.  Sebesar 75% dari mereka bahkan menyatakan 
komitmennya untuk berperan serta dalam negosiasi dan fasilitasi. 
 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
Simpulan 
 
Pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi konflik dalam pengelolaan 
kawasan hutan lindung, peubah keputusan konversi lahan kawasan oleh 
responden merupakan penyebab eskalasi konflik yang paling kuat dan 
berpengaruh secara positif. Semakin tinggi motivasi responden mengkonversi 
lahan kawasan, semakin tinggi peluang eskalasi konflik yang akan terjadi.  
Peubah keputusan konversi lahan kawasan merupakan representasi dari 
submodel eksternalitas; keputusan konversi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor 
harga komoditas, informasi pasar, pengaruh pasar, sarana infrastruktur 
pendukung, dan bencana alam antropogonik.  Bencana alam antropogenik adalah 
faktor yang paling kuat secara negatif mempengaruhi keputusan mengkonversi 
lahan.  Semakin banyak bencana, konversi lahan cenderung menurun.  
Berdasarkan analisis, gaya para pihak dalam mengelola konflik status, tata 
batas, dan akses terhadap pemanfaatan kawasan adalah kolaborasi dan 
kompromi.  Kedua gaya tersebut dapat menjadi modal sosial yang mendasar untuk 
dimulainya penyelesaian konflik secara alternatif di luar pengadilan.  
Didapati bahwa pada masing-masing isu konflik terjadi polarisasi, tetapi hal 
tersebut tidak menjadi hambatan bagi para pihak untuk melakukan penyelesaian. 
Hal tersebut terbukti dari temuan bahwa sebesar 75,6% responden menyatakan 
bersedia (“ya”) untuk menghadiri pertemuan penyelesaian konflik, walaupun 
terdapat sebesar 14,6% menyatakan ragu-ragu, tetapi karena kehadirannya 
mungkin akan diwakilkan.  Pilihan penyelesaian yang dinginkan oleh semua pihak 
adalah melalui negosiasi atau fasilitasi. 
 
Saran 
 
(1) Dalam pengelolaan konflik, penyelesaian ke depan disarankan dilakukan 
secara ordorial dengan mengembangkan resolusi konflik pada akar konflik 
yang paling sensitif/berpengaruh (nilai koefisien jalur yang terbesar).  
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(2) Sebelum suatu upaya resolusi konflik dilaksanakan, disarankan terlebih 
dahulu dilakukan hal-hal berikut: 
(a) pemetaan akar konflik, para pihak yang berkonflik, dan polarisasi 
perbedaan kepentingan yang terjadi. 
(b) mengetahui gaya para pihak dalam mengelola konflik sehingga 
preferensi cara penyelesaian dapat dilakukan secara tepat apakah 
mediasi, negosiasi, fasilisasi, dan lain-lain.  
(c) mengetahui keinginan dan komitmen para pihak untuk menyelesaikan 
konflik secara kolaboratif dan bertemu langsung.  
(3) Untuk memperoleh struktur model yang relatif lebih baik dari struktur yang 
dipergunakan oleh penelitian ini, ke depan dapat dilakukan restrukturisasi 
model dan dianalisis ulang (secara desk study) hingga setidaknya diperoleh 
nilai AGFI > 0,63.  
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